
 
 
 
Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan 
Telp. (0517)-2032988 
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id 
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                                                                                       Kandangan, 25 November 2024 
Nomor : 080/PM.00.02/K.KS-04/11/2024 
Sifat : Penting 
Lampiran : -   
Hal  :.Imbauan Pilkada Tahun 2024 

 
 
Kepada Yth. 
Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan 
di- 

    Tempat 
 

Dengan hormat. 

 

A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023  tentang Aparatur Sipil Negara; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan 

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional 

Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 
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8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

9. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, 

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 

2022, Nomor : 30 Tahun 2022 dan Nomor : 1447./PM.01/K.1/09/2022 tentang 

Pedoman Pembinaan Pemilihan Umum dan Pemilihan. 

 

B. Imbauan  

Sebagai upaya pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah 

Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau 

Kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja di wilayah kabupaten 

Hulu Sungai Selatan, sebagaimana berikut: 

1. ASN sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia (ASN) mempunyai hak untuk 

memilih. Namun demikian, ASN dilarang untuk menunjukkan preferensi pilihan 

politinya dihadapan publik. Bahwa yang dimaksud Asas Netralitas sebagaimana 

Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh 

manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa 

dan negara; 

2. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota 

TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat 

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah 

satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 

3. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau 

Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan 

yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di 

daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum 

tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan 

calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang; 

4. Berdasarkan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa ASN 

harus menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan; 

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, 

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 

a. Ikut Kampanye; 

b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut Partai atau atribut 

PNS; 

c. Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain; 

d. Sebagai Peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 

e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan 

salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye 

f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah 

masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau 

pemberian barang kepada PNS dalamlingkungan unit kerjanya, anggota 

keluarga, dan masyarakat; dan/atau  

g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau 

Surat Keterangan Tanda Tanda Penduduk. 

Demikian imbauan ini disampaikan dan dipedomani, atas perhatian dan 

kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

 

 KETUA, 
 

  

 

                  

HASNAN FAUZAN 
 

 
 
 
Tembusan: 
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan 


